
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 56 TAHUN 2023 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG 
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
 DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, 
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya perlu 
menambah penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris 

Desa dan Perangkat Desa lainnya; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan besaran 

penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 
Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa 

dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo; 

 

SALINAN 
SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 254); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 19 Tahun  2016 tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268); 

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang 
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 
Nomor 43); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG 

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN 
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI 
KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

Pasal I 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah 

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43) 
diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. Kepala Desa sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta 
delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan; 

b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan; dan 

c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.708.000,00 (dua 

juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tiap bulan. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan 

dengan hormat menerima Jasa Pengabdian yang 
bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

(2) Pemberian Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan saat akhir masa jabatan. 

(3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
Ditetapkan di Sukoharjo  

pada tanggal 12 Desember 2023                  

BUPATI SUKOHARJO,  

           
            ttd. 
 

ETIK SURYANI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 12 Desember 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

ttd. 

WIDODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2023 NOMOR 58 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

TEGUH PRAMONO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19710429 199803 1 003 
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